LEMBN DAERAH

KABUPATEN LANGKAT

Tahun : SERI : NO ;

Nomor :

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGEAT

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

: a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya

kegiatan usaha telekomunikasi sejalan d;“gan
berkembangnya _kebutuhan masyarakat terhadap
penggunaan fasilitas teleckomunikasi di wilay
Kabupaten Langkat, dipandang perlu untuk melakukan
pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan
terhadap pembangunan dan pengoperasian menara
telekomunikasi di wilayah Kabupaten Langkat dalam
rangka mencegah terjadinya pembangunan dan
pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai
dengan kaidah tata ruang, kelestarian linglcungan dan
estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan
keselamatan masyarakat;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Menara Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
Undung-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 381 4R

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881});

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844},

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20@7 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1.1
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
furan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang

7. Pera - ;
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari
wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam
wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 ter{ta.n'g
Perubahan batas wilayah daerah Tingkat 11 Binjal,
Kabupaten Daerah Tingkat Il Langkat dan Kabupaten
Daecrah II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor: 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor: 3322});

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit
Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2003 femans Bergunan Gedung lLembaren, Newir
Lembaran Ne a:f;e al;?i:l 2005 Nomor 83, Tambahan

12. Peraturan Peg : .J;;]u 1k Tndonesia Nomor 4532 1;

R merinta NOI’I"IOI‘ 26 Tahun 2008 tentang

ncana ’I‘ata. Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
}I*‘Iega;a Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48
421;3)?}1&11 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

13. :

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun

2005  tentang  Sertifikasi
Telekomumtins s1  Alat dan Perangkat

14, Peraturan Menteri Telekomunikasi
Nomor OQ/PER/M.Kominfo/QOOS

s Izli’eel?gg_;;l,maan Menara Telekomunikasi

. ) katl‘lran Bersama Menteri Dala

dzn egga:laUgugn, Mentc.ri quunikasi dan Informatika

o X al}:;un goan Koordinasi Pcnanaman Modal Nomor

10/ phn {)9, Nomor 07/PRT/M /2009 Nomor

/M.Komlnfo/03/09, Nomor B/P/QOOQ, tentang

dan Informatika
tentang Pedoman
Bersama;

m  Negeri, Menteri

Menara Telekomunikasi ;
16. I;il;ggiran Daerah l\_i‘omor 23 tahun 2007 tentan
o entukan Qerganisasi Perangkat Daerah Kabu atex%
gkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat tfihun
s
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2007 Nomor 12, Tambahan lembaran daerah Kabupaten

kat Nomor 1});
17 II;ZTagmran Daerah Nomor 4 tahun 2009 tentax}nglir;iig
' i iadi Kewenangan
Pemerintah yang menjadi A At tahun

Lembaran Daerah Kabup
Iégl(;%k;tox!nor 1, Tambahan lembaran daerah Kabupaten

Langkat Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama
LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DEWAN PERWAKI
dan
BUPATI LANGEKAT
MEMUTUSKAN
GATURAN
. RAN AERAH TENTANG PEN
Menetapkan :  PERATU D TELEKOMUNIKASI

PENGELOLAAN MENARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1,
2.

3.
4.

10.

Daerah adalah Kabupaten Langkat. :
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah scbagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah. |

Bupati adalah Bupati Langkal.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkal.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan
dalam 'bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun
bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya. ,
Telelzr:nmunil:asi adalah  sclap pemancaruan, pengiriman dan/atau
penernmmaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tunda, isyarat
tuh:.san, garpbar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, ﬁl::er optik,
radio atau sistim elektromagnetik lainnya. ,
Pe_qyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha
milik glaerah, badan usaha milik negara, badan usaha sv:rasta instansi
pemerintah, dan pertahanan keamanan negara, ’
Pelnyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan
g*ieal_zroa;irrll : ;g:i:.komumkam sehingga memungkinkan terselenggaranya
Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Radan Usaha Milik
Daer.jal‘q,_ Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yan
memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakaz%
bersama oleh penyelenggara telekomunikasi,

#.
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Menara adalah badan wusaha yang mcn_g,clola _atau
unikasi yang dimiliki oleh pihak lain.

ia j ¢ badan
enara adalah penyedia jasa orang perorangarn atau ]
e ¢ P fesional di bidang jasa konstruksi

a yang dinyatakan ahli yang pro :
;:?rﬁ)ar{guﬁan ?ncnara yang mampu menyelenggarakan lt:eg;]iliax-‘mya
untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk p1h ‘ axlt;

13.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur
telekomunikasi yang menghubungkan bcrt?agal elemen jaringan
telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Central Tf‘lﬂ"lk, Moblfz
Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC), Radio Networ
Controller (RNC) dan jaringan transmisi utama (backbone trunsmission).

14. Kolokasi adalah bergabungnya beberapa co-operator celuler untuk
pencmpatan stasiun pemancar dan penerima (BTS) ke dalam satu
menara yang ada secara bersama-sama. ‘

15. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentmgan umum
yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merqpakan satu
kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan
untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka
baja yang diikat oleh berbagai simpul atau bCI"I:lpH beptuk tl__mggal tanpa
simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya Fhsegueukan sebagal
sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi. o

16. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang
dibangun dan dipergunakan olch maksimal 3 (tiga) penyelenggara
telekomunikasi o

17. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang
berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

18. Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang
desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara
tersebut berada.

19. Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama adalah perencanaan
system komunikasi seluler yang mengatur lokasi penempatan menara
telekomunikasi sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupalen Langkat,

20. Zona Cell Planning adalah batasan area persebaran peletakan menara
telekomunikasi dalam rencana lokasi menara telckormunikasi bersama,
berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

21 Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi
yang qllaksanakan. oleh penyelenggara telekomunikasi dan/ atau
peﬁ_l}Yedxa menara diatas tanah/ lahan milik pemerintah daerah atau
milik masyarakat secara per .
rencana lokasi perorangan maupun lembaga sesuai dengan

menara  telekomunikasi  bersama yang meliputi

peréncanaan, pengurusan  izi
an, n, pembangunan  fisi
telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya, s ok menara

22.Menara Pole adalah menara telekomunikasi
berbentuk tunggal tanpa adanya
satu sama lain;

23.%21122111;&-01)131: tgda.laé;’rg)lenara telekomunikasi dengan sistem Base
ation yang bersifat bergerak dib
temporer pada lokasi tertentu dan di ponyelenaamre
: igunakan oleh penyel
telekomukasi sebagai solusi se erage e
' mentara untuk penyedia coverage selul
24 Earu atan atau memenul_n kapasitas trafik seluler. o peer
.Base T ransceiver Station, yang selanjutnya disebut BTS adalah
- perangkat mobﬂt_a' untuk melayani wilayah cakupan (sel}
. Rumah Otomasi adalah perangkat infrastruktur tel

merupakan pusat akses kontrol den
SE€rver secara terpusat.

11. Pengelola
mengoperasikan menara telekom

; 1 yang bangunannya
simpul-simpul rangka yang mengikat

ekomunikasi yang
gan pengamanan dilengkapi media

#
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26.Cell Plan adalah rencana penataan pembangunan  menara
telekomunikasi. :

BAB I1
RUANG LINGKUP

Pasal 2 >

i iri i i turan, penataan,
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi penga enataan,
pcrijifan cgian pengelolaan penyelenggaraan menara telekomunikasi di

daerah.

Pasal 3 o
Prinsip Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Penyelenggaraan menara telekomunikasi didasarkan pada prinsip-prinsip
i ikut: _

z?b?)%a;lgsglz?an ruang dalam wilayah yang ter.batas, harus. men}benkan
kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik didukung
ketersediaan jaringan serat optik, rumah otomasl dan menara secara
efisien dengan resiko yang minimal; dan

b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk
infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi, harus d1gunak&u:1
seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi,
penggunaan menara maupun desain jaringannya;

)

BAB III
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

_ Bagian Kesatu
Pembangunan Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama

- Pasal 4

(1) Setiap pembanguna}n menara telekomunikasi di daerah wajib mengacu
pada rencana kaasu menara telekomunikasi bersama.
(2) Rencana lokasi menarg telekomunikasi bersama ime
pafda ayat (1) terbagi dalam zona cell planning,
(3) PlkecuM1kan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
4. pembangunan menarg telekomunikasi
. utama (backbone transmission);
- pembangunan menara telekomunikasi i
510, aon as! untuk Stasiun Telepon Otomat

€. pembangunan menara telekom unikasi mobilc,

untuk jaringan transmisj

Pasal 5

(1) Penetapan zona cell planning disesuaikan dengan Kkaidah penataan
ruang, potensi ruang, kepadatan pemakaian Jasa telekomunikas;i,

keamanan dan ketertiban [ :
ngkungan, esteti <
telekomunikasi. & ctika  serta  kebutuhan

W
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(3) Pengaturan lebih lanjut tentang cell plan, diatur dalam Peratur

Bupati.
Pasal &

iti i ara disesuaikan dengan tifi
(1) Jarak penyebaran titik lokasi antar men

i dalam satu zona cell planning. N o
2 lgggri‘g;ag‘tunml menara telekomunikasi harus mengacu pada kr1t(;r;a
( )pendirian menara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlalku.
Pasal 7

(1) Untuk- mengurangi pertumbuhan pembangunan menara telekomunikasi

dapat dilakukan dengan penggunaan kabel f_iber_ optik. | fber optik
2) Pembangunan infrastruktur telekomunikasi  kabe 1 P ir;
( sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selclah mendapat 1z

dari Instansi yang terkait.

Paragraf 2 o
Penyedia dan Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 8

ikasi disedi h penyedia menara.
1} Menara telekomunikasi dlsedlakgn ole \ o
éQ; Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1} yaitu :
a. penyelenggara telekomunikasi; d_an .
b. bukan penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 9

Pemnbangunan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan oleh:
a. penyelenggara telekomunikasi;

b. penyedia menara; dan/ atau

¢. kontraktor menara.

Pasal 10

(1) Pembangunan menara telekomunikasi sebagai bentuk bangunan dengan
fungsi khusus yang merupakan bidang usaha jasa konstruksi, tertutup
untuk penanaman modal asing.

(2) Kontraktor menara yvang bergerak di bidang usaha pembangunan menara
telckomunikasi sebagdimana dimaksud dalam Pasal 9 huraf {c) adalah
badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan
sahamnya dimiliki oleh pclaku usaha dalam negeri serta memiliki izin
usaha jasa konstruksi.

(3) Penyelenggara telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga
harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memcnuhi kriteria sebagai
pengelola menara dan/ atau penyedia menara.

Pasal 11

Pembangunan menara telekomunikasi harus memenuhi standar baku
tertentu untuk menjamin keselamatan dan keamanan lingkungan dengan
memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan
konstruksi menara telekomunikasi, antara lain -

I
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tempat/ space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk
penggunaan bersama,

ketinggian menara telekomunikasi ;

struktur menara telekomunikasi;

rangka struktur menara telekomunikasi;
pondasi menara telekomunikasi; dan
kekuatan angin.

mo a0 T

Pasal 12

(1} Menara telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan
identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkar. ‘
(2} Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) han:ls sesuail
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain ;
a. pentanahan { grounding j;
b. penangkal petir;
¢. catu days,
d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); dan
e. marka halangan penerbangan {Aviation Obstruction Marking), dan
f. pagar pengamanar.
(3} Identitas menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa papan nama yang memuat antara lain :
nama pemilik menara telekomunikasi;
penyedia jasa konstruksi;
lokasi dan titik koordinat menara telekomunikasi;
tinggi menara telekomunikasi;
tahun pernbuatan/ pemasangan menara telekomunikasi;
luas area menara telekomunikasi;
kapasitas listrik terpasang ;
beban maksimal menara telekomunikasi;
data penyelenggara telekomunikasi yang menyewa di menara
tersebut; '
nomor dan tanggal IMB;
nomor dan tanggal Izin Gangguan,;
1zin pengendalian;
. lunas retribusi; dan
klarifikasi konstruksi.

TER SRS TE
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Paragraf 3
Pembangunan Menara Telekomunikasi Yang Memerlukan Kriteria
Khusus

Pasal 13

Pc_mb{:mgunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yvang memerlukan
1_(}"1tena khgsug seperti untuk keperluan metcorologt dan geofisika, radio
slaran, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio
amatir, ‘E[‘V, . komunikasi antar penduduk dan penyelengéaraan
telekomunl.ka'sl khusus instansi pemerintah tertentu / swasta serta
keperiuan jaringan utama dikecualikan dari ketentuan Peraturan Daerah ini.
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Paragraf 4 )
Pembangunan Menara Telekomunikasi Diatas Bangunan

Pasal 14

Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan dapat dﬂgkuklan
apabila konstruksi gedung mampu mendukung beban dan ketinggian

menara serta sesuai peraturan yang berlaku.

Paragraf 5
Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kawasan Tertentu

Pasal 15

Pembangunan menara telekomunikasi_ di k‘_awasan‘ tertentu harusddengan
pertimbangan hasil kajian secara teknis dari Pemermtah daerah sedangkan
bentuk dan dosain menara wajib berwujud menara tclekomunikasi
kamuflase dengan bangunan pendukung bercirikan arsitektur setempat.

Pasal 16

(1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu selain
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12
dan Pasal 15 juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlaku untuk kawasan dimaksud.

(2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayal (1) merupakan
kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu,
antara lain :

kawasan bandar udara/ pclabuhan;

kawasan cagar budaya;

kawasan pariwisata;

kawasan yang karena fungsinya mcmiliki atau mcmerlukan tingkat

keamanan dan kerahasiaan yang linggi; dan )

kawasan pengendalian ketat lainnya.

f.0 o

L

Paragraf 6
Pembangunan Menara Telekomunikagi Tambahan Penghubung

Pasal 17

Pembangunan menara telekomunikasi mobile yang berfungsi sebagai

. menara tambahan penghubung diizinkan apabila digunakan hanya r1ntuk

meninglaatkan kchandalan cakupan
) cover
frekuensi telekomunikasi. P [ @ge) dan kemampuan trafik

Paragraf 7
Asuransi

Pasal 18

(1) Setiap menara telekomunik
penycdia menara.
(2) };:1;;3;1311{ ::ll;);%ajmana cgl:fgaksud pada ayat (1} harus dapat menanggung
n yang erita oleh korban apabila terjadi k
. : _ celak
yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi. ’ Frekaan

asi yang dibangun wafib diasuransikan olch

¥
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Bagian kedua '
Pengoperasian Menara Telekomunikasi

Pasal 19

(1) Menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk
menara telekomunikasi bersama

(2) Setiap menara telekomunikasi h
(tiga) penyelenggara telekomunikasi.

(3) Ketentuan penggunaan menara bersam

ayat (1) tidak berlaku untuk : o
a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama;
b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan

layanan jaringan telekomunikasi kabel atau daerah-daerah yang tidak

layak secara eKonomis;
. menara telekomunikasi mobile;
d. menara pole yang tingginya kurang
e menara telekomunikasi kamuflase.

arus dapat digunakan oleh maksimal 3

a sebagaimana dimaksud pada

dari 6 meter; dan/ atau

Pasal 20

Penyedia menara telekomunikasi bersama atau pengelola menara

telekomunikasi bersama, harus memberikan kesempatarn yang sama tanpa
diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk
menggunakan menara telekomunikasi bersama secara bersama-sama sesuan
kemampuan teknis menara telekomunikasi bersama.

Pasal 21

Calon pengguna menara telekomunikasi bersama dalam mengajukan surat
permohonan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama harus
memual kelerangan sekurangkurangnya, antara lain :
a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggungjawabnya;
b. 1z1:k penyelenggaraan telekomunikasi :
¢. maksud dan tujuan penggunaan menara yang dimi i i
; ars iminta d >
| It{e.‘&{ms perangkat yang digunakan; v A spesifiact
- kebutuhan akan ketinggian, arah, j
y , Jumlah, alau beban menara;
€. mendapat rckomendasi dari Dinas, ara; dan

Pasal 22

{1) Penggunaan menara 1
telekomunikasi bersam
: el : a oleh

o) g:lﬁl-:;mu}r;;ﬁms; d%lag'ang menimbulkan interterensi yagg m];iﬂgﬁizggﬂal‘a

erjadi  interferensi van ike ‘

oo - . yang merugikan, penyelen
S omuplkasx yang menggunakan menara telekomunikas? b il
- D&;us saling berkoordinasi. e
o2 I?g;]a;j\l kooxiiimasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2} tidak
men nakkza.narl esepakatan, pepye]enggara telekomunikasi  yan
menarggua y menara teIeko_mumkasi bersama dan/ atau pen ed'g
paonara apat meminta dilakukan mediasi oleh instansi ya e
g sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan e

Pasal 23

1} P i i 1
(1} teﬁgﬁgﬁ:iniil;;ar% telekomunikasi bersama atau pengelola menara
ersama harus memperhati
(otekor . perhatikan ketentuan
g larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak s:}?:;l "
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ersama atau pengelola menara
menginformasikan ketersediaan
lekormunikasi

(2) Penyedia menara telekomunikasi b
telekomunikasi bersama harus
kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara te
bersama secara transparail.

(3) Penyedia menara telekomunikasi
telekomunikasi bersama harus men
mendahulukan calon pengguna menara tele
lebih dahulu menyampaikan permintaan peng
telekomunikasi bersama dengan tetap memper
kemampuan.

(4) Apabila dalam satu zona cell planning terdapat lebih dari 1 (satu)
perusahaan yang berminat untuk membangun menara telekomunikasi
bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan
benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.

bersama atau pengelola menara
gegunakan sistem antrian dengan
komunikasi bersama yang
guniaan menara bersama
hatikan kelayakan dan

Pasal 24

Penggunaan menara telekomunikasi bersama harus dituangkan dalam
perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui dinas, sekurang-

kurangnya setahun sekall.
Pasal 25

(1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antena seluler.

a. di atas bangunan gedung, dengan ketinggian tidak melebihi 6 meter
dari permukaan atap bangunan gedung dan atau tidak melebihi
maksimum selubung bangunan gedung yang diijinkan dan
konstruksi gedung mampu menopang beban antenna; dan

b. pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tang lampu
penerangan jalan dan lain lain, sepanjang konstruksi bangunan

(2) Pen?gﬁﬁgnmgﬁfc%ang bie]fan a%ten&‘l'

2). a seluler sebagaimana di i

\ PI:)Ja::»leh menampakkan struktur antgena dari lcjjglrékSUd pada ayat () tidak

(3) nfenrflxgg)jktznn a;at-ena sclul_cx_‘ éebagalmana dimaksud pada ayat (1) tidak

L dzin 'Mcndmk.,m Bangunan, namun harus

rekomendasi dari dinas. ¥ mendapat

P ,

{4) Eﬁ?&?}ﬁ??&l lﬁjllia;ﬁéclr;: Hsielulf:f sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

’ enuhi kesclamatan bangunan dan estetika.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 26

(1} Pembangunan dan i

, m_emiliki izin dari Bupa?fngoperaman e

(2} Izin .sebageumana dimaksud ayat (1} meliputi :
a. Iz:}n Mendirikan Bangunan ; dan e
b. Izin Pengendalian. ,

{3) Untuk memperoleh lzin Mendirik

-
telekomunikasi harus

pada ayat diriican Bangunan secbagaimana di
yat (2} huruf (a}, selain memenuhi syarat ke%entl.?;; S;I:;IJ{ o
11an

sebagaimana diatur dal
h am Peraturan Daers ;
Ban n Daerah tentan L
a. bg-?:lar;’cﬁga iloasl'_us_ me{minuhi syarat sebagai beriki ]% .Izm Mendirikan
1alisasi kepada w ' i
den ; . arga sekitar dal . .
d g;n 1;3: ngglan menara telekomunikasi yung dimL?rI:l krjidklauns .
b. klarifikasi kéesi esunb[anggnan menara telekomunikasi : g terkena
N - aian dengan titik cell . )
ketinggian dan luasan menara); ¢ll plan dan spesifikasinya (bentuk
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)

)

klarifikasi konstruksi menara telekomunikasi;
. klarifikasi kontruksi bangunan gedung apabila pendirian menara
telekomunikasi di atas gedung ;

tar1

s arnrat ﬂPrﬁTfﬂtagﬂ TR T a T TIATIO YO hprqﬂmm =] ™
LY PruALLy LR Akl P AR o A A IS L ALAN A RCAR A AR L WICALRATY [ A e el At 3

ao

kerjasama;
f. penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama; dan
g. bukti asuransi menara telekomunikasi.
(4) Untuk memperoleh Izin Pengendalian menara telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (bj wajib dilengkapi Izin
Gangguan.

Pasal 27

{1) Masa berlaku Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah selama bangunan masih
berdiri.

{2} Masa berlaku lzin Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
adalah seiama menara telekomunikasi masin operasional.

(3] Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pemegang
Izin Pengendalian wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu)
tahun sekali dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin/ daftar ulang
sebelumnya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut terkait perizinan menara telekomunikasi diatur dalam
Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut.

BARV
FPENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasgal 29

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:
a. pelaksanaan pembangunan menara telekomuinikasi; dan
b. penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 30

(1} K.egiatan pbengawasan  penyelenggaraan menara telekomunikasi
diselenggarekan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi
terhac@ap penerbitan perijinan serta pelaksanaan pembangunan dan

 pemgcliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi.

(2] Pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi meiiputi  penertiban
pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi  serta
penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yag berlaku.

(3) Pengawasan dan pengendalian sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), dilakukan oleh dinas.

(4) QMam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, dinas dapat
dibantu oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Menara
Telekomimikasi.

{5) Tim gebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur instansi

N _t_erkalt yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

0} lata cara pengawasan dan pengendalian diatur iebin lanjui dalam
Peraturan Bupati.

[
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BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

Pergturan Daerah ini, dilakuken oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipi%

(PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesual

dengan peraturan perundang-undangan yang bq%ku. o o

Dalam meiaksanakan tugas penyidikan , Penyidik Pegawal Neger »ipi,

sebagaimanan dimaksud ayat (1) pasal ini b'erwenang:

a. rsgnerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana pelanggaran; _ . o

b. melakulfcan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan; _

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surad, - .

e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau
tersangka; o '

f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara; dan

g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik
memberitahuan hal tersebut pada penuniut umum, tersangka dan
keluarganya.

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran

£

BAB VII
" SANKSI ADMINISTRATIF
L
Pasal 32
(1) Pelanggaran terhada;

p ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12
Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, dapat dikenakan sanksi administ’mtif. ’

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

. teguran;

- peringatan tertulis;

bembatasan kegiatan usaha;

. pembekuan kegiatan usaha;

pembatalasan persetujuan;

pembatalan pendaftaran;

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan operasi; dan
pencabutan izin. * |

(3) Kfetentuall lebih lanjut me
dimaksud pada ayat (2)

B@m ™o oA oon

_mengenai sanksi administratif sebagaim
diatur dalam Peraturan Bupati.. smana

12
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BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26
dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 {enam) bulan
kurungan atau denda setinggi tingginya Rp. 50.000.000,00 {lima puluh
juta rupiahyj.

{2) Denda atas pelanggaran sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) disetorkan
kepada Kas Daerah.

{3) Tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat {1} adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1} Terhadap menara telekomunikasi yang telah herdiri dan berizin namun
tidak sesuai dengan cell plan, make wajib menyesuaikan dengan
Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak
berlakunya Peraturan Daerah inf.

(2) Terhadap menara (elekomunikasi yvang telah berdiri dun beium berizin
namun sesual dengan cell plan, maka wajib mengurus perizinannya
sesual dengan Peraturan Daerah ini,

{3} Terhadap menara Llelekomunikasi yang telah berdiri dan belum berizin
serta tidak sesuai dengan cell plan, maka wajib menyesuaikan dengan
Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
tcknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

13
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Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 13 ftlawcxm 2014

BUPATI LANGKAT,
Diundangkan di Stabat

H. W@ﬁrmw
pada tanggal %3 Felow an 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

H. INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014 NOMOR: b4
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 4 TAHUN 201

TENTANG
PENGATURAN PENGELOLAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. PENJELASAN UMUM

Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur
pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital.
Menara telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai
sarana penunjang untuk menempatka peralatan telekomunikasi yang
desain  atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan
penyelenggaraan telekomunikasi, Sekarang ini nampaknya pihak operator
begitu agresif mendirikan menara telekomunikasi. Dari segi bisnis
keberadaan menara telekomunikasi diharapkan dapat meningkatkan
penggunaan telepon seluler melalui operator, dengan demikian maka secara
langsung juga meningkatkan pendapatan dari operator seluler tersebut.

Pendirian menara telekomunikasi di satu sisi mempunyai dampak
positif bagi seluruh lapisan masyarakat maupun bagi pemerintah. Tidak
dapat dipungkiri bahwa dengan adanya kemudahan telekomunikasi melalui
telepon seluler, memperlancar komunikasi yang secara langsung sangat
membantu masyarakat dan pemerintah terutama dalam menunjang
pembangunan  nasional, namun disisi lain, pendinan menara
telekomunikasi yang bermunculan bagaikan jamur di musim hujan,
cenderung tidak terkontrol dan menimbulkan polemik, baik di kalangan
masyarakat maupun pemerintah.

Bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, pendirian menara
telekomunikasi berkaitan erat dengan Rencana Tata Ruang dan Tata
Wilayah (RTRW). Oleh karena itu tanpa pengaturan yang jelas, maka
keberadaan menara telekomunikasi akan menjadi masalah yan:g elik
dikemudian hari _bagi pemerintuh daerah. Penataan dan pengatﬁran
menara l;e]ekomum}«.:asi multlak diperlukan melalui produk-produk hukum
?;i?égh Jemz,k :gm; Itujucia‘n-tmuan yang dikchendaki dapat tercapai. Untuk
i perfu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentan

gaturan  Pengelolaan Menara Telekomunikasi sebagai :
pengendalian taia ruang di wilayah Kabupaten Langkat B samana

II. PENJELASAN PASAL DEMJ PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
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Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal ©

Cukup jelas
Pasal 10

Culkup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jclas
Pasal 19

Cukup jelas
PPasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Culup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas



0

Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014
NOMOR: i5
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